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Abstract 
This research is motivated by the reality that the use of music and songs on the Spotify digital platform is utilized by irresponsible 
people by pirating. The problem in this study is, first, how is the legal protection of the creators of the collection and distribution 
of royalties for Spotify digital platform music works. Second, what are the legal remedies if there is no legal protection for the 
creators of Spotify digital platform royalty collection and distribution This research is a type of normative research. The approach 
used in this research is sociological. The object of research in this study is the legal protection of creators of musical works on the 
Spotify digital platform, along with legal efforts. The subject of this research is Bagus Rian as a musician or songwriter on the 
Spotify digital platform. The data sources used in this research are primary data sources supported by secondary data sources. 
The data collection techniques used in this research are interviews, document studies, and literature studies. This research uses 
qualitative juridical analysis. The results of this study state that the legal protection of music and song creators on the collection 
and distribution of Spotify's digital platform only removes pirated music and song content. The Spotify digital platform has no 
special provisions or mechanisms related to the economic rights of music creators. The arrangements on Spotify's digital platform 
are also not in line with the ideals of Indonesian laws and regulations regarding the collection and distribution of royalties. 
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Abstrak 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh realita dalam penggunaan musik dan lagu di platform digital Spotify 
dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan. Permasalahan 
dalam penelitian ini, pertama bagaimana perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian 
royalti karya musik platform digital Spotify. Kedua, bagaimana upaya hukum apabila tidak ada perlindungan 
hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital Spotify. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada 
platform digital Spotify, beserta upaya hukumnya. Subjek penilitian ini adalah Bagus Rian selaku musisi atau 
pencipta lagu pada platform digital Spotify. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis 
yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan 
lagu pada penghimpunan dan pendistribusian platform digital Spotify hanya sekedar menghapus konten 
bajakan musik dan lagu. Platform digital Spotify tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak 
ekonomi para pencipta musik. Pengaturan pada platform digital Spotify juga belum selaras dengan idealita 
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti. 

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta, Musik dan Lagu, Spotify. 

Pendahuluan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara 

kepada pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara 

otomatis atau melalui pendaftaran, apabila digolongkan sebagai aset perusahaan, maka 

HKI masuk dalam kategori aset tidak berwujud.3 HKI juga dapat disebut sebagai hak 
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untuk kelompok maupun individu karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan 

berguna bagi orang lain.4 

Hak cipta yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) merupakan salah satu cabang dari HKI dengan 

pencipta yang memiliki hak kontrol terhadap masyarakat dalam mengumumkan dan 

memperluas ciptaanya, dalam pihak masyarakat dapat menggunakan ciptaan dengan 

mendapatkanya secara resmi, untuk kepentingan negara yaitu agar menjaga keamanan 

dan perlindungan masyarakat di bidang ciptaan.5 Peran hak cipta merupakan bidang 

peran yang penting untuk HKI, karena didalamnya mengatur perlindungan berbagai 

ragam karya cipta yang salah satunya adalah musik atau lagu.6 Dalam menciptakan karya-

karya tersebut oleh penciptanya maka dalam konteks perlindungan hukum bagi pencipta 

diperlukan untuk memberikan apresiasi dan membangun perilaku kepada masyarakat 

untuk mengapresiasi hak para pencipta atas ciptaanya yang telah dihasilkan. 

Hak cipta memiliki dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu 

suatu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas sebuah ciptaan atau produk dari sang 

pencipta. Hak moral yaitu hak yang tidak dapat dihilangkan pada pencipta yang sifat nya 

melekat bahkan tidak dapat hapus dalam alasan apapun.7 Hak cipta merupakan sebuah 

hak yang eksklusif bagi para pencipta untuk memperluas karyanya sekaligus untuk 

mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.8 

Hak ekonomi tersebut yang melatar belakangi hadirnya suatu gagasan royalti yang 

sekaligus sumber dari hak ekonomi pencipta, dengan adanya royalti tersebut maka jerih 

payah dan usaha sang pencipta telah dihargai sekaligus memberikan motivasi kepada para 

pencipta untuk menghasilkan ciptaan karya-karya baru.9 Apabila royalti tersebut tidak 

ada maka akan timbul implikasi terhadap proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi merupakan suatu 

izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak 

terkait dengan syarat tertentu. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 

memberikan lisensi tersebut berdasarkan perjanjian tertulis untuk dapat melaksanakan 

hak ekonomi nya.10 

Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi 

masa berlakunya hak cipta dan hak terkait, pemberian lisensi tersebut juga wajib disertai 

dengan pemberian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 
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selama jangka waktu lisensi. Sementara besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus 

ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. 

Terhadap, lisensi hak cipta musik dan lagu yang diatur melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan 

Intelektual, perjanjian lisensi memiliki unsur yang menyebutkan bahwa pencipta, 

pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait apabila ingin memberikan lisensi maka wajib 

memastikan bahwa hak cipta nya belum berakhir masa perlindungannya dan belum 

dihapuskan.11 Perjanjian lisensi tersebut juga wajib dibuat dalam bentuk tertulis, serta 

apabila dibuat dengan bahasa asing maka wajib hukumnya untuk diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia.12 

Kemudian, terdapat dua unsur royalti terhadap hak cipta sendiri yaitu hak ekonomi 

dan hak moral yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak musik 

atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain 

untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya. 

Terdapat lembaga yang menangani royalti tersebut yaitu Lembaga Manajemen 

Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas untuk, Menarik, menghimpun dan 

mendistribusikan royalti di bidang lagu atau musik; Melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di 

bidang lagu atau musik; Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran 

royalti oleh pengguna kepada LMK; Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan 

besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait; dan bahkan 

Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat 

keberatan dari anggota LMK.13 Penghimpunan dan pendistribusian terkait royalti 

tersebut telah diatur dalam BAB IV Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan 

Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. 

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pengelolaan royalti 

dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau 

musik. LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan 

secara komersial lagu atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk 

pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari 

suatu LMK.14 

Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan 

menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan 

                                                 
11 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan 

Intelektual. 
12 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan 

Intelektual. 
13 Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin 
Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif 

14 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 
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kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.15 Royalti yang telah dihimpun, 

didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu atau musik yang 

ada pada Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), royalti didistribusikan kepada 

pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK.16 

Kemajuan dunia digital yang telah mengalami perkembangan dan memberikan 

ruang untuk sebuah karya musik atau lagu dengan mudahnya diakses setiap saat. 

Munculnya aplikasi dalam platform digital membuat seluruh kalangan masyarakat dapat 

mendengarkan lagu yang disukainya setiap saat. Salah satu platform digital yang 

berfungsi untuk menikmati musik tersebut adalah Spotify. Platform digital Spotify tersebut 

merupakan layanan penyiaran musik yang berbasis di Stockholm, Swedia yang didirikan 

pada bulan Oktober tahun 2008 lalu. Platform tersebut memiliki kantor pusat Spotify global 

yang berada di Stockholm, Swedia dan kantor pusat perusahaan berada di Kota New York, 

Amerika Serikat.17 

Platform digital Spotify menetapkan dua jenis royalti yaitu pertama, royalti rekaman 

dimana uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak untuk rekaman yang diputar 

di platform digital Spotify, yang dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang 

mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka. Kedua, 

royalti penerbitan dimana uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik 

komposisi dengan pembayaran dikeluarkan kepada penerbit, lembaga pengumpul royalti, 

dan agen mekanis berdasarkan wilayah penggunaan. Saat sebuah lagu diputar di platform 

digital Spotify, pemegang hak menerima royalti untuk lagu itu, baik lagu diputar oleh 

pelanggan Premium atau yang melihat iklan.18 

Pembayaran royalti pada platform digital Spotify dilakukan sebulan sekali, dan 

tergantung pada perjanjian antara musisi dengan label rekaman atau distributor, setelah 

platform digital Spotify membayar pemegang hak menurut pembagian streaming mereka, 

label rekaman dan distributor akan membayar artis sesuai dengan perjanjian masing-

masing. Platform digital Spotify sendiri tidak mengetahui perjanjian antara musisi dengan 

label rekaman.19 

Namun, kenyataan dalam penggunaan musik dan lagu di platform Spotify sendiri 

dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan 

pembajakan. Tersedia berbagai situs yang menyediakan fasilitas unduh lagu dari platform 

Spotify tersebut, bahkan terdapat aplikasi bajakan yang sering disebut dengan aplikasi 

Spotify mod.20 

                                                 
15 Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 
16 Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 
17 Wikipedia, “Spotify”, terdapat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Spotify, Diakses tanggal 16 

Desember 2022 pukul 23:12. 
18 Spotify, "Royalti dan Cara Artis Dibayar", terdapat dalam 

https://artists.Spotify.com/id/help/article/royalties, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:07 WIB. 
19 Ibid. 
20 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Spotify Beberkan 2 Juta Penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan", terdapat 

dalam https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/Spotify-beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-
aplikasi-bajakan, Diakses tanggal 9 Februari 2023 pukul 21:14 WIB. 
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Permasalahan hukum lain yaitu pada tahun 2017 lalu telah terjadi gejala hukum 

berupa pelanggaran hak cipta atas sebuah karya lagu yang melibatkan Hanin Dhiya 

Citaningtyas atas melakukan aransemen ulang pada lagu salah satu band yaitu band 

Payung Teduh. Berawal dari mengaransemen ulang lagu tersebut Hanin Dhiya melakukan 

komersialisasi terhadap lagu band Payung Teduh yang telah dia ubah aransemen nya ke 

platform digital Spotify dengan tidak izin dari manajemen Payung Teduh. Berdasarkan 

kasus Hanin Dhiya, dapat dibuktikan bahwa terdapat kelemahan perlindungan hukum 

yang terjadi didalam kebijakan penyebaran hak cipta yang ada dalam platform digital 

Spotify.21 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital 

Spotify, beserta upaya hukum apabila tidak terdapat perlindungan hukum nya terkait 

penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform 

digital Spotify. Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Pencipta Musik Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital 

Spotify”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti 

karya musik platform digital Spotify? 

2) Bagaimana upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum pencipta 

penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital Spotify? 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital Spotify, 

beserta upaya hukumnya. Subjek penilitian ini adalah Bagus Rian selaku musisi atau 

pencipta lagu pada platform digital Spotify. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi 

dokumen, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perlindungan Hukum Pencipta Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti 
Karya Musik Platform Digital Spotify 

                                                 
21 Anita Wardani, “Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu Akad”, 

terdapat dalam https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-
dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad, Diakses tanggal 16 Desember pukul 21:20. 

https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad
https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad
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Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan dengan menggunakan 

sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian 

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan 

menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam 

sebuah hak hukum.22 Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak 

terkait karya musik dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik 

pada platform digital Spotify. Perlindungan hukum sendiri memiliki dua metode yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.23 

Berdasarkan Hukum Islam sendiri, perlindungan hukum juga diatur dalam 

firman Allah SWT berikut: 

ؤوُ اَلَو  ُتْ ُّسوَ ُتاو ََ َْل وَتمتو َ ءآََ لعَوَ َ تَّلٱ ُمَو ََ تو  يِق  وَتموو َهت تْموو المَل اتْ وت وُ ق اََ ََ وُءتْْتموو الم ؤوُ اََ موو اَاتْ تْ تَ لِو  َ وْ ااقِ اَ تُ لو  مت

Artinya: 

Janganlah kamu serahkan kepada orangorang yang belum sempurna akalnya harta 

(mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. 

Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang baik.24 

 

Firman Allah SWT QS: An-Nisa ayat 5 tersebut menjelaskan bahwa harta benda 

yang dalam hal ini merupakan karya musik wajib untuk dilindungi. Berikut merupakan 

analisa bentuk-bentuk perlindungan hukum pada platform digital Spotify menurut 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-

Undang Hak Cipta) sendiri telah mengatur terkait perlindungan hukum terhadap 

penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik. Perlindungan tersebut 

berlangsung selama hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama tujuh 

puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia.25 

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap hak cipta lahir secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata. Pencatatan atas hak cipta bukan suatu kewajiban bagi pencipta atau 

pemegang hak cipta, dikarenakan baik ciptaan yang sudah tercatat maupun tidak 

tercatat tetap mendapatkan perlindungan. Namun demikian, pencatatan atas hak 

cipta dapat dilakukan apabila dirasa penting bagi pencipta dan dapat dijadikan 

sebagai alat bukti yang lebih kuat pada Pengadilan apabila terjadi suatu 

perselisihan atau sengketa hak cipta. 

                                                 
22 Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357. 
23 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10. 
24 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 105. 
25 Pasal 58 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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Berdasarkan Pasal 31 huruf c dan huruf d, yang dianggap sebagai pencipta 

adalah seseorang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan 

tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta. Pasal 69 ayat (4) sendiri 

menyebutkan bahwa surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan 

suatu ciptaan atau produk hak terkait. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait 

diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh 

pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada 

Menteri.26 

Adapun jenis-jenis ciptaan komposisi musik dapat dilakukan pendaftaran 

sebagai berikut:27 

a) Musik 

Merupakan seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan 

hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai 

kesatuan dan kesinambungan. Dapat didaftarkan dengan melampirkan 

rekaman musik dalam format MP3 atau not balok atau partitur dalam satu 

berkas dalam format PDF. 

b) Lagu atau Musik dengan Teks 

Merupakan ragam suara yang berirama. Dapat didaftarkan dengan 

melampirkan rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok atau 

partitur dalam satu berkas dalam format PDF. 

c) Aransemen 

Merupakan penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi 

atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada 

sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dapat didaftarkan dengan 

melampirkan rekaman aransemen dalam format MP3 atau lirik atau tanpa lirik 

dengan not balok atau partitur dalam satu berkas dalam format PDF. 

Platform digital Spotify yang merupakan sarana berbasis teknologi 

informasi, maka Pemerintah Indonesia berwenang melakukan perlindungan 

berupa, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang 

melanggar Hak Cipta; Kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar 

negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran 

Hak Cipta; dan Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan 

media apapun terhadap Ciptaan di tempat pertunjukan.28 

Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi para musisi atau pencipta 

dalam hal menikmati hak ekonomis ciptaannya dengan memberikan izin untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptanya melalui perjanjian lisensi.29 Apabila 

terdapat sengketa terkait hak cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks, maka 

                                                 
26 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
27 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, 2020, hlm. 42. 
28 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
29 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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sang pencipta dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian 

sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.30 

Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa Pencipta, 

Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak untuk mengajukan gugatan 

ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak 

Terkait. Selain itu, pencipta juga dapat memohon untuk pengajuan penyitaan dan 

menghentikan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan 

ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.31 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sendiri telah 

selaras dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. 

Sebagaimana Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dapat menutup konten dan hak akses pengguna 

platform digital Spotify yang melanggar hak cipta dan menjadikan layanan sistem 

elektronik tidak dapat diakses. 

Platform digital Spotify selaku pelaku usaha wajib untuk menyediakan 

informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan 

produk yang ditawarkan.32 Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kontrak 

elektronik yang memiliki definisi berupa perjanjian para pihak yang dibuat melalui 

sistem elektronik.33 Setiap perbuatan hukum yang terlaksana dalam sistem 

elektronik wajib menggunakan kontrak elektronik yang mengikat para pihak.34 

Kontrak elektronik yang merupakan dasar dari transaksi elektronik juga 

dianggap sah apabila, terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subjek 

hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan 

ketertiban umum.35 

 Hal tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka apabila terjadi kasus 

barang yang diterima tidak sesuai dengan iklan pada toko online tersebut, maka 

                                                 
30 Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
31 Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
32 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 

33 Pasal 1 ayat 17  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 

34 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 

35 Pasal 46 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik. 
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pembeli dapat menggugat penjual atau pelaku usaha secara perdata dengan alasan 

terjadinya cidera janji atau wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan 

dengan penjual. 

Platform digital Spotify bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

sistem elektroniknya, juga harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal 

dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik 

sebagaimana mestinya.36 

Apabila musisi atau pencipta selaku pemilik hak cipta lagu atau musik 

dengan atau tanpa teks, mengalami kerugian akibat penggunaan sistem elektronik 

maka dapat mengajukan gugatan perdata atau penyelesaian sengketa alternatif 

terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik  

3) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau 

Musik 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti 

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu 

dan/atau Musik) sendiri telah menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan 

penggunaan komersial terkait lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang 

bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, 

atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 

(LMKN).37 

Royalti sendiri dapat diperoleh dengan cara mencatatkan lagu atau musik 

yang diajukan secara elektronik kepada Pemerintah oleh pencipta, pemegang hak 

cipta, pemilik hak terkait, kuasa, dan LMKN yang kemudian dimasukkan ke dalam 

pusat data lagu atau musik. Pusat data lagu atau dapat disebut dengan Sistem 

Infomrasi Lagu dan Musik (SILM) tersebut sekurang-kurang nya dapat meliputi 

informsi aspek sebagai berikut:38 

a) Pencipta 

Terdiri atas penulis notasi atau melodi, penulis lirik, nama samaran 

pencipta, dan pengarah musik. 

b) Pemegang Hak Cipta 

Terdiri atas penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak 

tersebut secara sah dari pencipta, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut 

hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 

c) Pemilik Hak Terkait 

Terdiri atas produser fonogram dan pelaku pertunjukan. 

d) Hak Cipta 

                                                 
36 Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

37 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti 
Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

38 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta 
Lagu dan/atau Musik. 
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Terdiri atas judul lagu, nama pencipta notasi atau melodi, nama pencipta 

lirik, nama penerima manfaat, judul lagu alternatif, klaim kepemilikan notasi 

atau melodi, klaim kepemilikan lirik, tahun fiksasi, penerbit musik, Lembaga 

Manajemen Kolektif Hak Cipta, kode pencipta dunia, kode hak cipta, dan kode 

e-Hak Cipta Direktorat Jenderal. 

e) Hak Terkait 

Terdiri atas pemilik karya rekam, produser musik, nama artis, musisi 

pendukung, penata suara rekaman sebagai asisten produser, kode karya rekam 

dunia, kode pelaku pertunjukkan dunia, dan kode e-Hak Terkait Direktorat 

Jenderal. 

SILM tersebut di atas dikelola dan dapat di akses oleh LMKN dan pencipta, 

pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan kuasanya, serta setiap orang yang 

melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu atau 

musik yang tercatat.39 Perlindungan hukum terhadap SILM tersebut dapat 

diperoleh oleh pemegang hak atas SILM yang memiliki informasi manajemen hak 

cipta dan informasi elektronik hak cipta.40 

Berdasarkan analisa terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan di 

atas, dapat diketahui bahwa idealita perlindungan hukum pencipta 

penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik dapat dilindungi melalui 

dua bentuk sebagai berikut: 

a) Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

permasalahan atau sengketa. Berdasarkan Pasal 31 huruf c dan huruf d 

Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah seseorang 

yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum 

dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Pasal 69 ayat (4) Undang-

Undang Hak Cipta sendiri menyebutkan bahwa surat pencatatan ciptaan 

merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. 

Sehingga, penting untuk mencatatkan hak cipta karya musik agar 

mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam 

perselisihan sebagai langkah preventif. 

b) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan atau sengketa yang timbul. Apabila terdapat sengketa terkait 

hak cipta karya musik dengan atau tanpa teks, maka sang pencipta dapat 

menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, 

atau Pengadilan Niaga.41 Kemudian, berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang 

                                                 
39 Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

40 Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

41 Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak 

untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas 

pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, pencipta juga 

dapat memohon untuk pengajuan penyitaan dan menghentikan 

pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan hasil 

pelanggaran hak cipta.42 

Secara praktis, platform digital Spotify sendiri tidak membayar royalti artis 

sesuai dengan per-play atau per-stream rate, melainkan pembayaran royalti yang 

diterima musisi atau pencipta sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label 

atau distributor.43 Pada dasarnya, rumus perhitungan laba bersih Spotify berupa 

pendapatan yang diterima dikurangi pendapatan tidak disimpan.44 

Platform digital Spotify membayarkan dua jenis royalti atas suatu lagu 

yaitu, royalti rekaman, merupakan uang yang harus dibayarkan kepada pemegang 

hak cipta untuk rekaman yang di putar. Kedua, royalti penerbit, merupakan uang 

yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi.45 Platform 

digital Spotify dapat menghapus atau menonaktifkan akses ke konten pengguna 

dari Spotify for Artists, dengan atau tanpa alasan apa pun, apabila melanggar 

pedoman pengguna Spotify.46 

Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seseorang telah melanggar 

ketentuan terms and conditions, panduan pengguna Spotify, hukum yang berlaku, 

peraturan dan aturan serikat pekerja, serikat pekerja, atau kolektif, atau melanggar 

atau menyalahi hak pihak ketiga, melanggar kekayaan intelektual (termasuk tanpa 

batasan, hak cipta), publisitas, privasi, kepribadian, kontrak, hingga hak orang lain 

lainnya.47 

Terkait lisensi sendiri, setiap musisi atau pencipta lagu yang menyediakan 

konten pengguna berupa nama, kemiripan atau foto, atau fitur brand, maka musisi 

sendiri secara tidak langsung telah memberikan hak non-eksklusif di seluruh dunia 

untuk menggunakan nama, kemiripan, foto, dan fitur brand tersebut di platform 

digital Spotify.48 Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penghimpunan dan pendistribusian royalti musik pada platform digital Spotify 

sendiri dilakukan melalui agregator atau pemegang hak. 

Terhadap konten musik yang dilarang di platform digital Spotify sendiri 

antara lain:49 

                                                 
42 Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
43 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Op. 

Cit., hlm. 61. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Spotify, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify for Artists", terdapat dalam 

https://www.Spotify.com/id/legal/Spotify-for-artists-terms-and-conditions/, Diakses tanggal 8 
Februari 2023 pukul 22:50 WIB. 

47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Spotify, "Aturan Platform Spotify", terdapat dalam https://support.Spotify.com/id-

id/article/platform-rules/, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:42 WIB. 

https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/
https://support.spotify.com/id-id/article/platform-rules/
https://support.spotify.com/id-id/article/platform-rules/
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a) Konten Berbahaya 

i. Konten yang menganjurkan atau mendukung cedera fisik yang serius 

terhadap individu atau kelompok tertentu. 

ii. Konten yang mendorong atau menyokong terorisme atau ekstremisme 

kekerasan. 

iii. Konten yang menargetkan pelecehan atau kekerasan terkait terhadap 

individu atau kelompok yang bisa diidentifikasi. 

iv. Konten yang memicu kekerasan atau kebencian terhadap seseorang atau 

sekelompok orang berdasarkan ras, agama, identitas atau ekspresi 

gender, jenis kelamin, etnis, kebangsaan, orientasi seksual, status 

veteran, usia, disabilitas, atau karakteristik lain yang terkait dengan 

diskriminasi atau marginalisasi sistemik. 

v. Konten yang mempromosikan informasi medis palsu atau menipu yang 

berbahaya yang bisa menyebabkan bahaya nyata atau menimbulkan 

ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat. 

vi. Konten yang secara tidak sah mempromosikan penjualan barang yang 

diatur atau terlarang. 

vii. Konten yang mendukung, meminta, atau memfasilitasi pelecehan atau 

eksploitasi seksual anak. 

b) Konten Penipuan 

i. Konten yang meniru identitas orang lain untuk menipu. 

ii. Konten yang mempromosikan media yang dimanipulasi dan buatan 

sebagai asli dengan cara yang menimbulkan risiko bahaya. 

iii. Konten yang berupaya memanipulasi atau mengganggu proses terkait 

pemilu. 

iv. Konten yang mencoba memanfaatkan komunitas Spotify, 

c) Konten Sensitif 

i. Konten yang mempromosikan penggambaran kekerasan, kengerian, 

atau gambaran mengejutkan lainnya yang gamblang atau serampangan. 

ii. Konten yang berisi materi seksual eksplisit. 

d) Konten Ilegal 

i. Konten yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. 

ii. Konten yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. 

iii. konten yang diberikan ke Spotify tanpa izin yang diperlukan. 

iv. konten yang melanggar hak cipta atau merek dagang pihak ketiga. 

Apabila terdapat konten yang melanggar salah satu hal tersebut maka 

platform digital Spotify akan menghapus konten tersebut dan apabila pelanggaran 

tersebut terjadi berulang kali akan mengakibatkan akun ditangguhkan atau 

dihentikan.50 Platform digital Spotify sendiri terhadap pelanggaran hak cipta 

merupakan delik aduan dan memiliki mekanisme pengaduan nya tersendiri.51 

                                                 
50 Ibid. 
51 Spotify, "How to Make a Legal Claim Relating to Content on Spotify:", terdapat dalam 

https://support.Spotify.com/id-id/report-content/, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:45 WIB. 

https://support.spotify.com/id-id/report-content/
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Untuk melengkapi penelitian, maka peneliti juga melakukan wawancara 

terkait perlindungan hukum terhadap penghimpunan dan pendistribusian royalti 

karya musik pada platform digital Spotify terhadap pencipta atau musisi yang 

mendistribuskan lagunya pada platform digital Spotify. 

Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital Spotify 

menyebutkan bahwa untuk dapat menampilkan hasil ciptaan nya pada platform 

digital Spotify maka seorang musisi harus menyiapkan musik hasil ciptaan nya, 

music cover atau artwork, informasi terkait penulis lagu hingga informasi terkait 

musik itu sendiri seperti judul, nama artis, bahasa, aliran musik, label yang 

menaungi, karya baru atau tidak, tanggal dan jam rilis.52 

Pengajuan ciptaan musik tersebut diajukan kepada pemegang hak antara 

lain seperti label rekaman, distributor, agregator, atau komunitas.53 Pemegang hak 

tersebut sekaligus sebagai distributor royalti yang dibayarkan berdasarkan 

kesepakatan dengan pemilik ciptaan. Bagus Rian sendiri memiliki perjanjian 

dengan agregator terkait pembayaran royalti yang dibayarkan setiap bulan nya.54 

Adapun contoh hasil pembayaran royalti tersebut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.0: Hasil pembayaran royalti 

yang diterima oleh Bagus Rian. 

 

Perlindungan hukum yang diperoleh oleh Bagus Rian dalam 

penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik pada platform digital 

Spotify sendiri mendapat perlindungan terkait hak konten dan Hak Kekayaan 

Intelektual. Platform digital Spotify memiliki mekanisme khusus terkait 

pelanggaran hak cipta para musisi.55 Walau demikian platform digital Spotify telah 

                                                 
52 Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital Spotify, di 

Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023. 
53 Loud & Clear, "How the Money Flows", terdapat dalam 

https://loudandclear.bySpotify.com/#money-flow, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 12:20 
WIB. 

54 Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital Spotify, di 
Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023. 

55 Spotify, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam https://www.Spotify.com/id/legal/copyright-
policy/, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB. 

https://loudandclear.byspotify.com/#money-flow
https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/
https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/
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melindungi hak-hak pencipta musik atau lagu, dalam kenyataannya masih 

terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan 

pembajakan dengan menggandakan musik hasil penciptanya.  

Tersedia berbagai situs yang menyediakan fasilitas unduh lagu dari 

platform Spotify secara illegal dan terdapat aplikasi bajakan yang sering disebut 

dengan aplikasi Spotify mod.56 Selain itu, terdapat kelemahan perlindungan hukum 

yang terjadi didalam kebijakan penyebaran hak cipta yang ada dalam platform 

digital Spotify yang dibuktikan dengan kasus Hanin Dhiya yang melakukan 

aransemen ulang pada salah satu musik milik band band Payung Teduh. Hal 

tersebut terjadi karena Hanin Dhiya melakukan komersialisasi atas musik yang 

telah ia ubah aransemen nya ke platform digital Spotify dengan tidak memiliki izin 

atau perjanjian lisensi dari manajemen band Payung Teduh.57 

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa realita perlindungan 

hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan 

pendistribusian royalti platform digital Spotify dapat dilindungi melalui dua 

bentuk sebagai berikut: 

a) Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

permasalahan atau sengketa. Para pencipta mendapatkan perlindungan terkait 

hak konten dan Hak Kekayaan Intelektual. Platform digital Spotify memiliki 

mekanisme khusus terkait pelanggaran hak cipta para musisi.58 

b) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan atau sengketa yang timbul. Apabila terdapat sengketa terkait 

hak cipta karya musik pada platform digital Spotify, maka platform digital 

Spotify dapat menghapus atau menonaktifkan akses ke konten pengguna dari 

Spotify for Artists, dengan atau tanpa alasan apa pun, apabila melanggar 

pedoman pengguna Spotify.59 Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila 

seseorang telah melanggar ketentuan terms and conditions, panduan 

pengguna Spotify, hukum yang berlaku, peraturan dan aturan serikat pekerja, 

serikat pekerja, atau kolektif, atau melanggar atau menyalahi hak pihak ketiga, 

melanggar kekayaan intelektual (termasuk tanpa batasan, hak cipta), 

publisitas, privasi, kepribadian, kontrak, hingga hak orang lain lainnya.60 

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa mekanisme perlindungan 

hukum terhadap pencipta musik pada platform digital Spotify hanya sekedar 

menghapus konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Padahal, pencipta 

                                                 
56 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Loc. Cit. 
57 Anita Wardani, Loc. Cit. 
58 Spotify, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam https://www.Spotify.com/id/legal/copyright-

policy/, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB. 
59 Spotify, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify for Artists", terdapat dalam 

https://www.Spotify.com/id/legal/Spotify-for-artists-terms-and-conditions/, Diakses tanggal 8 
Februari 2023 pukul 22:50 WIB. 

60 Ibid. 

https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/
https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/
https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/
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musik sendiri telah mengalami kerugian. Platform digital Spotify tidak memiliki 

ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak ekonomi para pencipta musik. 

Dengan demikian, berdasarkan analisa di atas, platform digital Spotify 

belum dapat melindungi hak ekonomi para pencipta musik. Perlindungan hukum 

terhadap pencipta musik pada platform digital Spotify hanya sekedar menghapus 

konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Pengaturan pada platform 

digital Spotify juga belum selaras dengan idealita Peraturan Perundang-undangan 

di Indonesia terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti. 

Upaya Hukum apabila Tidak Ada Perlindungan Hukum Pencipta 
Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital Spotify 

Upaya hukum merupakan suatu penyelesaian atas masalah-masalah hukum yang 

diakibatkan oleh situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami 

perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka 

saja.61 Perselisihan hak cipta sendiri memiliki beragam bentuk seperti sengketa terkait 

hak cipta perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif 

dalam penarikan imbalan atau royalti.62  

Pencipta karya musik berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila 

terjadi sengketa. Apabila terjadi sengketa-sengketa tersebut maka penyelesaian 

sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, 

dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.63 

Platform digital Spotify sendiri tidak terdapat perlindungan hukum atas hak 

ekonomi pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti. Perlindungan hukum 

terhadap pencipta musik pada platform digital Spotify hanya sekedar menghapus 

konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Sehingga, diperlukan analisa terkait 

upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan 

pendistribusian royalti menurut platform digital Spotify. 

1) Upaya Hukum Apabila Tidak Ada Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta 

Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti dalam 

Praktiknya 

Berdasarkan platform digital Spotify, upaya hukum untuk melindungi para 

pencipta berupa delik aduan dan memiliki mekanisme pengaduan nya 

tersendiri.64 Pencipta dapat mengisi formulir untuk memberi tahu platform digital 

Spotify tentang pelanggaran atau tuntutan hukum lainnya terkait konten. Terdapat 

empat jenis klaim aduan yaitu copyright, trademark, personal image/identity, dan 

others legal claim. 

Aduan tersebut dapat dilakukan terhadap pelanggaran musik, podcast, 

buku audio, karya seni album atau podcast, gambar pengguna, gambar daftar 

                                                 
61 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1. 
62 Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
63 Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
64 Spotify, "How To Make a Legal Claim Relating to Content on Spotify:", terdapat dalam 

https://support.Spotify.com/id-id/report-content/, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:45 WIB. 

https://support.spotify.com/id-id/report-content/
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putar, judul daftar putar, deskripsi daftar putar, gambar profil artis, gambar banner 

artis, gambar galeri artis, teks bio artis, teks "pilihan artis", merchandise artis, 

'sekarang pemutaran loop visual layar, judul klip, video klip, dan audio klip.65 

Para pencipta akan diminta untuk memberikan tautan dari konten yang ingin 

dilaporkan. Hal tersebut belum selaras dengan Undang-Undang Hak Cipta, yang 

menyatkaan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni, dimana setiap 

orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak 

cipta orang karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta.66  

Pada prakteknya, apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pihak yang 

hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang 

melanggar hak cipta ketimbang pelaku pelanggar hak cipta tersebut dikenakkan 

sanksi pidana penjara atau denda.67 Namun, karena tindak pidana hak cipta 

menerapkan delik biasa seringkali aparat penegak hukum yang menangani kasus 

hak cipta tersebut terus melanjutkan proses hukum meski sudah ada kesepakatan 

damai antara pihak yang dilanggar dengan pihak yang melanggar. Hal tersebut 

akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.68 

2) Upaya Hukum yang Seharusnya Dilakukan Apabila Tidak Ada Perlindungan 

Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan 

Pendistribusian Royalti Menurut Hukum di Indonesia 

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melanggar hukum, 

yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga, untuk mencapai 

suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan 

melanggar hukum harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. 

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain perbuatan tersebut 

melanggar hukum, adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausal 

antara perbuatan dengan kerugian.69 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang 

tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan 

atau penggunaan secara komersial ciptaan.70 Terhadap pelanggaran hak cipta 

yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan antara lain: 

a) Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar. 

b) Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan 

ciptaan illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 

                                                 
65 Ibid. 
66 Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
67 Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk 

Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, Edisi Nomor 1 
Volume 3, hlm. 45-46. 

68 Ibid. 
69 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas 

Indonesia, Depok, 2003, hlm. 36. 
70 Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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c) Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil 

pelanggaran hak cipta. 

Kemudian, berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, perlu 

dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena 

pelanggaran hak cipta yang dipunyainya maka pencipta, pemegang hak cipta, atau 

pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada 

Pengadilan Niaga untuk: 

a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, 

dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan 

hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau 

b) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta 

dan produk Hak Terkait. 

Baik pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait atau ahli 

warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.71 

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan 

gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau 

produk hak terkait.72 Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas 

pelanggaran hak cipta atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta atau pemilik 

hak terkait untuk menuntut secara pidana.73 

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, apabila terjadi 

sengketa terhadap hak cipta maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat 

dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif 

penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.  

Upaya hukum pidana juga dapat ditempuh oleh pencipta. Hal tersebut 

dikarenakan dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran 

terhadap karya cipta musik mengenal adanya upaya hukum biasa dan upaya 

hukum luar biasa dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang 

dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Apabila ditemukan memenuhi 

unsur penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan dalam bentuk 

pembajakan maka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).74 

Upaya hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta 

cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum 

perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam 

penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera 

yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran. 

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya upaya 

hukum yang dimiliki oleh platform digital Spotify hanya sebatas delik aduan saja 

                                                 
71 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
72 Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
73 Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
74 Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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yang belum dapat memenuhi hak-hak pencipta terutama hak ekonomi. Sehingga, 

upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap pencipta musik 

dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital Spotify 

dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif 

penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.75 

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon 

putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:76 

a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, 

dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan 

hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau 

b) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta 

dan produk Hak Terkait. 

Upaya hukum pidana juga dapat ditempuh oleh pencipta. Hal tersebut 

dikarenakan dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran 

terhadap karya cipta musik mengenal adanya upaya hukum biasa dan upaya 

hukum luar biasa dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang 

dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.  

Kesimpulan 

Perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan 

pendistribusian platform digital Spotify hanya sekedar menghapus konten bajakan musik 

dan lagu. Platform digital Spotify tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait 

hak ekonomi para pencipta musik. Pengaturan pada platform digital Spotify juga belum 

selaras dengan idealita pengaturan terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti di 

Indonesia. 

Upaya hukum yang dimiliki oleh platform digital Spotify pada praktiknya hanya 

sebatas delik aduan dan pemblokiran lagu hasil bajakan yang belum dapat memenuhi hak 

ekonomi pencipta. Seharusnya, platform digital Spotify dapat memberikan pengaturan 

lebih lanjut terkait upaya hukum yang dapat dilakukan melalui empat jenis upaya hukum 

yaitu melalui upaya hukum arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian 

sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, serta upaya hukum pidana. 

Saran 

Disarankan kepada platform digital Spotify untuk memperhatikan ketentuan terkait 

hak pencipta agar para pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 

mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. 

Disarankan kepada platform digital Spotify untuk mengatur lebih lanjut dan secara 

lengkap terkait upaya hukum yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia. 

                                                 
75 Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
76 Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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